
POLITIK FILANTROPI PENERAPAN PENDEKATAN STRUKTURAL 

DAN PRAGMATIS DALAM MOBILISASI DANA 

ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH: 

Studi Komparasi di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan 

  

Oleh: 

ARI HERMAWAN 

NIM 23200011119 

 

 

TESIS 

 

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk 

Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Arts 

(M.A.) Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi 

Filantropi, Kebencanaan, dan Pembangunan Berkelanjutan 

 

YOGYAKARTA 

2025 



ii 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ABSTRAK 

Kebijakan mobilisasi dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari Aparatur 

Sipil Negara (ASN) melalui pendekatan struktural dan pragmatis yang didorong 

oleh negara menunjukkan hasil yang sangat bervariasi di berbagai daerah di 

Indonesia. Penelitian ini berangkat dari sebuah anomali; mengapa implementasi 

pendekatan kebijakan yang serupa di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan 

Kabupaten Kuningan menghasilkan efektivitas yang sangat kontras? Dengan 

menggunakan metode studi kasus komparatif kualitatif, penelitian ini menganalisis 

faktor-faktor penentu di balik keberhasilan dan stagnasi kebijakan tersebut. 

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil tidak 

ditentukan oleh kekuatan instrumen hukum semata, melainkan oleh konfigurasi 

otoritas dan legitimasi kepemimpinan. Keberhasilan di Tasikmalaya, yang mampu 

merealisasikan 83% potensi ZIS ASN, adalah buah dari konvergensi otoritas. 

Kekuatan otoritas legal-rasional bersinergi secara efektif dengan legitimasi moral 

bupati serta otoritas karismatik-tradisional pimpinan BAZNAS yang berasal dari 

jaringan pesantren yang dominan. Sebaliknya, stagnasi di Kuningan, yang hanya 

mampu merealisasikan 20% potensi, disebabkan oleh kesenjangan legitimasi yang 

akumulatif. Otoritas legal-rasional yang lebih lemah (Instruksi Bupati) diluncurkan 

di tengah krisis legitimasi eksekutif akibat isu ‘gagal bayar’ dan tidak mendapat 

topangan dari otoritas BAZNAS yang terfragmentasi. Konfigurasi otoritas dari atas 

(top-down) ini secara langsung membentuk respons dari bawah (bottom-up), di 

mana sinergi di Tasikmalaya menciptakan kepatuhan kolektif, sementara 

kesenjangan di Kuningan membuka ruang bagi resistansi terselubung. Penelitian 

ini berkontribusi pada studi politik filantropi dengan menegaskan bahwa efektivitas 

kebijakan negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk bersinergi dengan 

sumber-sumber legitimasi informal (karismatik dan tradisional) yang ada di 

masyarakat. 

Kata Kunci: Politik Filantropi, Mobilisasi Zakat, Otoritas Weber, Pendekatan 

Strukural Pragmatis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Paradigma mengenai zakat telah mengalami perubahan seiring berjalannya 

waktu. Jika sebelumnya zakat lebih dikenal sebagai domain pribadi dan individu, 

kini zakat menunjukkan perkembangan progresif menjadi domain negara. 

Pandangan tersebut juga didukung oleh pendapat Amelia Fauzia dalam analisis 

historisnya mengenai filantropi Islam di Indonesia. Ia menyatakan bahwa sejak 

masa kolonial hingga era Orde Baru, praktik zakat di Indonesia tidak pernah 

sepenuhnya terlepas dari intervensi pemerintah.1 Salah satu indikatornya di 

Indonesia adalah pengaturan khusus tentang pengelolaan zakat melalui penerbitan 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian 

diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi dari regulasi 

sebelumnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat dua lembaga resmi 

yang berwenang mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh 

masyarakat. Perubahan paradigma zakat ini membawa dampak struktural dan 

birokratis, terutama melalui keterlibatan negara dalam pengaturannya.2  

Keterlibatan negara dalam praktik filantropi Islam, khususnya melalui dana 

zakat, secara historis dimulai pada masa Orde Baru, tepatnya pada 26 Oktober 1968. 

Presiden Soeharto mendorong proses mobiliasai zakat karena praktik zakat 

 
1 Amelia Fauzia, Faith and The State: a history of Islamic philanthropy in Indonesia, Brill’s 

Southeast Asian library, v. 1 (Leiden ; Boston: Brill, 2013), 215. 
2 Hilman Latief, Politik Filantropi Islam di Indonesia: negara, pasar, dan masyarakat sipil 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 16. 
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dianggap dapat memberikan dampak pada pembangunan sosial di negara Indonesia 

pada waktu itu.3 Untuk merealisasikan hal tersebut, presiden membuat surat 

perintah presiden No. 07/PPIN/10/1968. Sejak saat itulah keterlibatan negara dalam 

pengelolaan zakat melalui badan pemerintah berperan untuk mengoptimalkan 

penggalangan dana zakat dari para birokrat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Secara historis, zakat awalnya dipandang sebagai kewajiban agama yang 

bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu golongan yang membutuhkan, 

sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Dalam perkembangan peradaban Islam, 

zakat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil. 

Fungsi zakat pada masa itu tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berperan 

sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memastikan keseimbangan sosial di 

masyarakat 

Hingga hari ini, zakat telah mengalami transformasi menjadi lebih dari 

sekadar kewajiban individu. Dalam konteks modern, zakat diakui sebagai 

instrumen fiskal negara yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan 

masyarakat. Para cendekiawan dan aktivis sosial Muslim memberikan makna yang 

lebih luas terhadap filantropi Islam dengan menekankan aspek sosial-ekonomi. 

Zakat kini dilihat sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan, memberdayakan 

kelompok marginal, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan 

tujuan utama menegakkan keadilan sosial. 

Praktik mobilisasi dana zakat dari birokrat atau PNS hingga saat ini masih 

banyak dilakukan, khususnya oleh lembaga amil zakat pemerintah, yaitu BAZNAS, 

 
3 Ibid, 92. 
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baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat daerah, BAZNAS bekerja sama 

dengan pemerintah daerah dalam sebuah hubungan simbiosis mutualistik. 

Pemerintah daerah biasanya menerbitkan aturan, seperti Instruksi Bupati/Wali 

Kota/Gubernur atau Peraturan Daerah (PERDA), untuk memobilisasi dana zakat 

dari PNS. Sebagai timbal balik, BAZNAS daerah diwajibkan untuk berkontribusi 

aktif dalam mendukung program-program sosial kemanusiaan yang dijalankan oleh 

pemerintah menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah dimobilisasi. 

Sekilas, penggunaan istilah “mobilisasi” mungkin terkesan kurang tepat, terutama 

dalam konteks aturan agama. Namun, jika merujuk pada pendapat Mas’udi, yang 

dikutip oleh Hilman Latief dalam tulisannya, lembaga negara memiliki otoritas 

untuk mendorong warga negara dalam menunaikan kewajiban agama, sosial, dan 

politik mereka. Menurut Mas’udi, sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara adalah 

pendekatan yang paling realistis untuk diterapkan dalam kondisi saat ini.4 

Hilman Latief dalam tulisannya menyebutkan skema tersebut dengan istilah 

pendekatan struktural dan pragmatis.5 Pendekatan ini menjadi salah satu instrumen 

penting dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari kalangan 

birokrat (Aparatur Sipil Negara, ASN). Secara mekanis, pendekatan ini juga 

memperbolehkan dilakukannya pemotongan gaji pegawainya secara otomatis 

(payroll) untuk kemudian disalurkan kepada badan yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Artinya, secara general pendekatan ini merupakan sebuah ‘paksaan’ bagi ASN 

untuk mengikhlaskan sebagian pengahasilannya dipotong secara otomatis. Apalagi, 

 
4  Amelia Fauzia, Faith and The State: a history of Islamic philanthropy in Indonesia, 215.  
5 Ibid, 93. 
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sejauh ini BAZNAS daerah memang mayoritas mengandalkan PNS sebagai salah 

satu kontribusi pengumpulan terbesar dana zakat, infak, dan sedekah.  

BAZNAS Kabupaten Kuningan merupakan salah satu lembaga yang mulai 

mengadopsi pendekatan tersebut. Kuningan mulai mengadopsi strategi struktural 

dan pragmatis untuk mengoptimalkan kewajiban zakat, salah satunya melalui 

Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan tersebut diambil karena 

menganggap pengumpulan dana zakat para ASN di Kuningan belum optimal. 

Instruksi ini mewajibkan ASN yang telah mencapai nisab untuk menunaikan zakat, 

adapun ASN yang belum mencapai nisab diwajibkan berinfak. Seluruh dana 

tersebut harus disalurkan melalui lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, yaitu 

BAZNAS Kabupaten Kuningan. 

Salah satu kebijakan utama dalam instruksi tersebut adalah pemotongan 

otomatis zakat melalui sistem payroll bulanan dari gaji ASN, sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Uniknya, Kabupaten Kuningan tidak memiliki sejarah penerapan 

peraturan daerah berbasis syariah yang mengatur privatisasi ibadah, berbeda 

dengan kabupaten lain seperti Bulukumba dan Aceh yang memiliki tradisi 

pelaksanaan Perda Syariah. 

Penerapan kebijakan zakat di berbagai daerah menunjukkan adanya 

perbedaan yang mencolok. Di Kabupaten Kuningan, kebijakan ini menghadapi 

tantangan berupa resistansi yang cukup kuat dari ASN. Instruksi Bupati yang 

mengatur pemotongan zakat secara otomatis ternyata tidak secara langsung 
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meningkatkan jumlah penghimpunan zakat secara signifikan.6 Justru, kebijakan ini 

memicu penolakan di kalangan ASN, sehingga total pengumpulan zakat dari ASN 

melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan tetap stagnan pada angka empat miliar 

rupiah dari total penghimpunan yang berkisar enam miliar rupiah. 

Berdasarkan kajian literatur yang ditulis oleh Hilman Latief, salah satu 

penyebab utama resistansi ini adalah persepsi ASN terhadap kebijakan yang 

dianggap terlalu ‘memaksa’. Para ASN merasa kebijakan tersebut menambah beban 

finansial, karena selain diwajibkan membayar zakat, mereka juga harus memenuhi 

kewajiban lain, seperti pajak dan infak atau sedekah yang diwajibkan oleh aturan 

yang berlaku. Dalam situasi semacam ini, konsep keadilan dan fungsi zakat yang 

dibayangkan oleh kalangan elite sebagai instrumen fiskal untuk menciptakan 

kesejahteraan harus dihadapkan pada realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang 

sesungguhnya.7 

Namun, pendekatan struktural dan pragmatis dalam pengelolaan zakat 

terbukti efektif di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya. Di 

wilayah ini, pendekatan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Bupati 

(Perbup) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan, Penyetoran, dan 

Pendistribusian Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah 

Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).8 Peraturan ini tidak hanya 

 
6 M. Aryadi, "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pengetasan Kemiskinan 

Kabupaten Kuningan Dengan Analisis Model Cibest (Studi Kasus Baznas Kabupaten 

Kuningan)," Bachelor's Thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. 
7 Hilman Latief, Politik Filantropi Islam di Indonesia: negara, pasar, dan masyarakat sipil, 

102. 
8 PERBUP NO 41 TAHUN 2018, 2018, https://peraturan.bpk.go.id/Details/157013/perbup-

kab-tasikmalaya-no-41-tahun-2018. 



6 
 

memberikan dasar hukum yang jelas, tetapi juga menjadi panduan bagi BAZNAS 

Kabupaten Tasikmalaya dalam mengelola zakat secara terstruktur dan sistematis. 

Sebelum penerapan Perbup ini, pada tahun 2017, total penghimpunan zakat hanya 

mencapai tiga koma delapan miliar. Namun, setelah kebijakan ini diterapkan, 

pengumpulan zakat mengalami peningkatan signifikan setiap tahun.9 Dalam 

rentang waktu 2023 hingga 2024, total penghimpunan zakat mencapai 25 miliar 

rupiah. Kontribusi terbesar berasal dari ASN di lingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten Tasikmalaya, yakni menyumbang sekitar 15 miliar rupiah. Peningkatan 

ini mencerminkan efektivitas pendekatan struktural yang memadukan aspek hukum 

dan pengelolaan yang profesional, sehingga memberikan dampak positif tidak 

hanya pada optimalisasi penghimpunan dana zakat, tetapi juga pada distribusi yang 

lebih tepat sasaran untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Pendekatan struktural dan pragmatis dalam pengelolaan zakat, meskipun 

diterapkan dengan dasar kebijakan yang serupa, menghasilkan hasil yang berbeda. 

Seperti kasus di Kabupaten Kuningan dan Tasikmalaya, fenomena ini menunjukkan 

adanya gap penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, yaitu mengapa 

pendekatan yang sama dapat menghasilkan dampak yang berbeda di wilayah yang 

berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pengelolaan zakat berbasis 

pendekatan struktural dan pragmatis.  

 
9 Ihsan Padilah dan Faisal Faisal, “Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat Di 

Baznas Kabupaten Tasikmalaya Untuk Kesejahteraan Mustahik,” ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi 

Syariah Kontemporer 5, no. 1 (31 Desember 2024): 47–62. 
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Pemilihan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai objek 

penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Secara geografis, kedua 

kabupaten ini memiliki karakteristik yang relatif serupa, yakni faktor demografis 

dan jumlah ASN yang tidak jauh berbeda. Hal ini memberikan dasar yang kuat 

untuk menggunakan pendekatan perbandingan dalam penelitian ini. Selain itu, 

kedua kabupaten tersebut tidak menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) berbasis 

syariah dalam mengatur masyarakatnya. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk 

fokus pada pengelolaan zakat melalui pendekatan struktural dan pragmatis tanpa 

adanya pengaruh langsung dari kebijakan syariah yang sering kali dapat membatasi 

ruang gerak analisis. Beberapa pertimbangan tersebut menjadikan kedua kabupaten 

sebagai objek penelitian yang relevan dalam konteks kebijakan zakat berbasis 

pendekatan hukum dan administratif. 

Lebih lanjut, jika merujuk pada data awal tahun 2018, perkembangan 

BAZNAS di kedua kabupaten, Kuningan dan Tasikmalaya, menunjukkan tingkat 

penghimpunan dana zakat yang relatif setara. Hal ini memberikan peluang untuk 

melakukan komparasi secara lebih mendalam. Meskipun kedua kabupaten ini 

memiliki kesamaan dalam hal pengumpulan zakat pada awal periode, tetapi 

terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil penghimpunan dana zakat pada 

tahun-tahun berikutnya. Perbedaan hasil ini menciptakan fenomena yang menarik 

untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan kebijakan zakat di kedua daerah tersebut. Oleh karena 

itu, pemilihan kedua kabupaten ini memberikan dasar untuk melakukan komparasi 

yang komprehensif dalam menganalisis implementasi kebijakan zakat berbasis 



8 
 

pendekatan struktural dan pragmatis, di samping untuk menggali faktor-faktor yang 

dapat menjelaskan perbedaan hasil yang dicapai. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengapa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Kuningan 

menggunakan pendekatan struktural dan pragmatis untuk memobilisasi 

ZIS ASN?  

2. Bagaimana respons ASN terhadap kebijakan tersebut? 

3. Mengapa konfigurasi otoritas kepemimpinan yang berbeda di kedua 

kabupaten menjadi faktor penentu yang menciptakan perbedaan 

efektivitas kebijakan? 

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan struktural 

dan pragmatis digunakan sebagai strategi oleh lembaga zakat pemerintah dalam 

mengelola zakat. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana 

pendekatan tersebut dianggap sebagai solusi strategis dalam meningkatkan 

efektivitas penghimpunan zakat, terutama dalam konteks upaya pemerintah daerah 

untuk memobilisasi dana zakat secara optimal. Penelitian ini juga akan mengkaji 

penerapan kebijakan tersebut dengan membandingkan implementasi di Kabupaten 

Kuningan dan Kabupaten Tasikmalaya, dua wilayah dengan karakteristik geografis 

dan demografis yang serupa tetapi menunjukkan hasil yang berbeda dalam 

penghimpunan zakat. 
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Melalui analisis kebijakan zakat berbasis pendekatan struktural dan 

pragmatis, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap perbedaan hasil tersebut, termasuk dinamika isu hubungan 

negara dan agama. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada 

perkembangan paradigma mengenai politik filantropi Islam, khususnya terkait isu 

zakat sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk 

mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas pendekatan kebijakan 

berbasis kelembagaan dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia. 

D. Kajian Pustaka 

Saya memulai beberapa kajian literatur tentang tema yang dibahas untuk 

membedakan secara substantif penelitian yang dilakukan. Untuk itu, karena topik 

yang saya tulis berkaitan dengan politik filantropi, maka saya mencoba mencari 

literatur yang membahas tentang 3 isu, yaitu isu yang berfokus pada hubungan 

negara dan agama, isu sentralisasi dan mobilisasi pengelolaan zakat, dan isu 

kebijakan negara dalam pengelolaan zakat. 

Pertama, terkait hubungan negara dan agama. Penelitian ini memberikan 

wawasan mendalam mengenai konsep Islam serta perbedaan antara hukum agama 

dan hukum negara menurut pandangan Ali Abdul Raziq. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Nurwahidin dan rekan-rekannya, ditemukan bahwa salah satu 

permasalahan utama yang sering muncul adalah sulitnya memadukan konsep 

agama dan politik dalam praktik kehidupan bernegara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya dalam 
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kajian hubungan antara agama dan negara, terdapat tiga pola utama pemikiran, yaitu 

sekularistik, tradisionalis, dan reformis. Dalam konteks hubungan agama dan 

negara, penelitian ini menjelaskan bahwa agama berfungsi sebagai landasan nilai, 

baik dalam hubungan antarsesama maupun dengan Tuhan sebagai sumber ajaran 

agama. Sementara itu, negara memiliki peran sebagai institusi yang mengatur tata 

perilaku masyarakat dan menjalankan kewenangan untuk kepentingan publik. 

Kemudian dalam hal jihad dan pengelolaan harta, seperti pengumpulan dan 

distribusi zakat, Ali Abdul Raziq menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut 

merupakan bagian dari tugas kerajaan10 yang jika kita kaitkan dengan konteks 

Indonesia maka yang dimaksud kerajaan adalah pemerintahan dalam sebuah 

negara. 

Kedua, terkait isu sentralisasi pengelolaan zakat di Indonesia ditinjau dari 

beberapa sudut pandang. Isu ini diteliti oleh beberpa peneliti sebelumnya, di 

antaranya dalam sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Budi Rahmat Hakim, 

seorang dosen Fakultas Syariah Islam di UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul 

“Analisis terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Perspektif Hukum Islam)”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa regulasi 

tersebut telah sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat dalam syariat Islam. Al-

Qur’an mengindikasikan bahwa pengumpulan zakat sebaiknya dilakukan melalui 

otoritas yang berwenang agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif, terjamin, dan 

memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, peran negara dalam penyusunan 

 
10 Nurwahidin Nurwahidin, Muhammad Miqdad, dan Jamaluddin Djunaid, “Hubungan 

Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq,” Journal Of Middle East 

and Islamic Studies 8, no. 2 (11 Desember 2021). 
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regulasi, koordinasi, serta pengawasan dianggap sangat penting untuk menciptakan 

tata kelola zakat nasional yang optimal.11  

Kajian akademis mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat menunjukkan adanya dua perspektif yang kontras, terutama 

terkait hubungan antara negara dan lembaga filantropi Islam. Pada satu sisi, terdapat 

pandangan yang mendukung UU tersebut sebagai sebuah kemajuan yang sejalan 

dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Ali Akbar 

(2021) berargumen bahwa UU No. 23 Tahun 2011 relevan dengan kerangka 

Maqasid as-Syari’ah menurut Imam as-Syatibi. Akbar menyimpulkan bahwa asas-

asas pengelolaan zakat yang terkandung dalam undang-undang tersebut seperti 

amanah, kemanfaatan, keadilan, dan akuntabilitas telah sesuai dengan tujuan-tujuan 

luhur syariat Islam. Dari perspektif ini, UU tersebut dipandang sebagai produk 

hukum positif yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai fundamental Islam.12 

Pada sisi yang lain, muncul perspektif kritis yang melihat UU tersebut 

sebagai bentuk intervensi negara yang problematis. Tesis yang ditulis oleh Tri 

Wahyuni (2019) mengkritik bahwa penerbitan UU ini berpotensi membatasi ruang 

gerak lembaga filantropi Islam nonnegara (LAZ). Ia berpendapat bahwa regulasi 

ini dapat dibaca sebagai upaya “nasionalisasi” pengelolaan filantropi Islam di 

bawah dominasi BAZNAS. Menurutnya, kebijakan ini berisiko menghambat 

 
11 Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 15, 

no. 2 (2015). 
12 Ali Akbar, “Pengelolaan Zakat di Indonesia Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 

Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Imam-Syatibi (w. 790 H/1388 M),” Disertasi, Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara, 2021. 
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dinamika, inovasi, dan pluralitas gerakan filantropi yang selama ini tumbuh dari 

masyarakat sipil.13 

Kemudian, terkait isu kebijakan dalam pengelolaan zakat, terdapat 

penelitian yang mengkaji kebijakan pengelolaan zakat di negara-negara Islam yang 

dilakukan oleh Djafar dan kawan-kawan. Dalam penelitian tersebut, para peneliti 

menganalisis pengelolaan zakat di negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, 

Pakistan, Sudan, Malaysia, dan Brunei. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa negara-negara tersebut mengelola zakat dengan dua model, yaitu pertama, 

dikelola langsung oleh negara, seperti di Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Sudan, 

Malaysia, dan Brunei, yang secara langsung mengelola pengumpulan dan distribusi 

zakat. Sebaliknya, negara-negara seperti Mesir, Kuwait, Turki, dan Indonesia 

mengizinkan pengelolaan zakat secara sukarela oleh warga negara.14 Salah satu 

faktor yang memengaruhi model pengelolaan zakat di setiap negara adalah situasi 

kebijakan pemerintah dan kondisi politik. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian 

Diana dan kawan-kawan yang mengkaji model manajemen pengelolaan zakat di 

tiga negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Dari ketiga 

negara tersebut, hanya Indonesia yang memungkinkan pengelolaan zakat oleh 

komunitas masyarakat. Salah satu hal yang memengaruhinya adalah karakteristik 

masing-masing negara, yang dipengaruhi oleh struktur pemerintahan.15 

 
13 Tri Wahyuni, “Aktor Non Negara dalam Filantropi Islam di Indonesia: Kontestasi Dan 

Kolaborasi,” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). 
14 Djafar dkk., “Zakat Management in Countries that Require Zakat and Countries That Do 

Not Require Zakat,” Formosa Journal of Sustainable Research 2, no. 2 (27 Februari 2023): 311–

24. 
15 Wahyuni, “Aktor Non Negara dalam Filantropi Islam di Indonesia: kontestasi dan 

kolaborasi,”: 178. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ashfahany dan kawan kawan menganalisis 

pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di tiga negara Islam: Indonesia, 

Malaysia, dan Singapura, selama 2003 hingga 2020. Penelitian tersebut menyoroti 

dampak positif zakat terhadap pembangunan ekonomi dan merekomendasikan 

dimasukkannya dalam kebijakan fiskal seperti halnya pajak.16 Artinya, zakat 

menjadi salah satu sumber pemasukan negara.  

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Bayraktar dan Sencal menganalisis 

pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia. Keduanya mengkritisi aspek 

sentralisasi zakat dan berargumen bahwa sentralisasi zakat melibatkan 

pengintegrasian lembaga zakat ke dalam birokrasi negara yang diatur oleh aparatur 

negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi tujuan politik dan keuangan 

tetapi berisiko mengurangi ikatan masyarakat dan meningkatkan ketergantungan 

warga negara pada negara. Kedua peneliti melihat bahwa zakat idealnya harus 

dipraktikkan dalam ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat.17 

Para peneliti sebelumnya telah memberikan kontribusi penting bagi 

pengembagan ilmu pengetahuan dalam studi perkembangan pengelolaan ditinjau 

dari berbagai macam sudut pandang. Namun demikian, penelitian saya berfokus 

pada isu pendekatan struktural dan pragmatis sebagai jalan pintas dalam 

meningkatan hasil pengelolaan zakat oleh lembaga amil pemerintah. Selain itu, 

tesis ini juga akan menggunakan pendekatan komparasi dengan melakukan 

 
16 Afief El Ashfahany dkk., “How Zakat Affects Economic Growth in Three Islamic 

Countries,” Journal of Islamic Economic Laws 6, no. 1 (6 Maret 2023): 45–61. 
17 Ömer Bayraktar dan Harun Sencal, “Evaluation of Zakat as a Public Finance Instrument,” 

International Journal of Public Finance 7, no. 2 (29 Desember 2022): 429–46. 
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perbandingan antar BAZNAS daerah terkait penggunaan pendekatan struktural dan 

pragmatis. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam tesis ini adalah teori mobilisasi sumber daya dan teori 

otoritas. Saya akan memulai kerangka teoretis ini melalui kritikan dari Hilman 

Latief dalam bukunya yang membahas tentang politik filantropi. Ia memunculkan 

istilah pendekatan struktural dan pragmatis dalam strategi pengumpulan zakat oleh 

lembaga negara.  

Pendekatan struktural merupakan pendekatan dari atas ke bawah (top-

down), dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, untuk mendorong masyarakat 

menunaikan kewajiban agama dan kewajiban politik mereka.18 Saya melihat bahwa 

yang dimaksud oleh Hilman Latief dalam konteks pendekatan ini merujuk pada cara 

pengelolaan yang berfokus pada institusionalisasi dan regulasi formal oleh 

pemerintah. Artinya, pendekatan ini merujuk pada intervensi negara dalam 

pengelolaan zakat di mana pemerintah mengambil peran aktif melalui regulasi dan 

kebijakan formal. Pendekatan pragmatis menunjukkan simplikasi praktik zakat 

yang dianggap sebagai praktik keagamaan oleh banyak Muslim yang diterapkan 

untuk optimalisasi ataupun mobilisasi zakat.19 Dalam tulisannya, Latief 

berpandangan bahwa pendekatan ini menekankan kepraktisan dan fleksibilitas 

dalam implementasi kebijakan pemotongan zakat ASN, pemerintah dengan 

kewenangannya menggungankan aturan hukum, menggunakan sistem pemotongan 

 
18 Hilman Latief, Politik Filantropi Islam di Indonesia: negara, pasar, dan masyarakat 

sipil. 
19 Ibid. 
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langsung sebagai solusi praktis untuk mengatasi tantangan dalam pengumpulan 

zakat, seperti rendahnya tingkat partisipasi sukarela dan kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang kewajiban zakat.  

Pada konteks di atas, ada kecenderungan negara untuk memobilisasi sumber 

daya yang dimiliki oleh negara, yaitu ASN. Secara historis, terkait studi tentang 

mobilisasi sumber daya, saya mengutip Charles Tilly yang mengemukakan tentang 

teori mobilisasi sumber daya (Resource Mobilization Theory) dalam tulisannya 

yang berjudul From Mobilization to Revolution. Tilly menjelaskan bahwa gerakan 

sosial adalah hasil dari interaksi terorganisasi yang melibatkan berbagai aktor, 

termasuk kelompok elite dan masyarakat luas. Proses ini bertujuan untuk 

memanfaatkan sumber daya dalam lingkungan yang kompetitif untuk mencapai 

tujuan kolektif.20  

Fokus utama dari teori ini adalah konsep mobilisasi, yang oleh Tilly 

didefinisikan sebagai sebuah proses di mana sebuah kelompok berhasil 

memperoleh kendali kolektif (collective control) atas sumber daya yang dibutuhkan 

untuk bertindak bersama.21 Konsep ini menjelaskan pergeseran dari sumber daya 

yang bersifat individual dan tersebar (misalnya dana atau dukungan perorangan) 

menjadi sumber daya yang terpusat dan dapat digunakan untuk sebuah tujuan 

bersama oleh suatu organisasi atau gerakan. 

Untuk memahami dinamika kekuasaan dalam proses mobilisasi, Tilly 

menawarkan konsep “Polity Model”.22 Model ini menggambarkan sebuah arena 

 
20 Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (New York: Random house, 1978), 96. 
21 Ibid, 69. 
22 Ibid, 52–54. 
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politik di mana pemerintah (government) berada di pusat pengendali kekuasaan. Di 

sekelilingnya, terdapat kelompok-kelompok lain yang disebut contenders, yang 

terdiri dari anggota (members) yang memiliki akses rutin ke kekuasaan, dan 

penantang (challengers) yang berada di luar kekuasaan.23 Semua kelompok ini 

bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan menguasai sumber daya yang ada. 

Lebih lanjut, Tilly menguraikan proses mobilisasi ke dalam lima elemen 

kunci yang saling terkait: Kepentingan (Interest), Organisasi (Organization), 

Mobilisasi (Mobilization), Peluang (Opportunity), dan Tindakan Kolektif 

(Collective Action).24 Kelima elemen ini secara sistematis menjelaskan bagaimana 

sebuah kepentingan bersama diartikulasikan melalui sebuah organisasi yang 

mapan, yang kemudian melakukan mobilisasi sumber daya ketika melihat adanya 

peluang politik, dan pada akhirnya mewujudkan tujuannya melalui sebuah tindakan 

kolektif yang terorganisasi. 

Selanjutnya, teori otoritas yang saya kutip dari pemikirannya Max Weber. 

Weber menyebutkan konsep otoritas yang merupakan salah satu pilar dalam 

analisis sosiologisnya. Dalam karyanya, ia menglaksifikasikan tiga bentuk otoritas 

yang sah (legitimate authority), yaitu otoritas rasional legal (rasional manner), 

otoritas tradisional (traditioal manner) dan otoritas karismatik (charismatic 

manner).25 

Terkait otoritas tradisional, Weber menjelaskan otoritas ini dengan otoritas 

yang legitimasinya didasarkan pada hal yang diyakini oleh masyarakat, kesuciaan 

 
23 Ibid. 
24 Ibid, 7. 
25 Max Weber, Economy and Society, terj. Fischoff 2 Vol. Vol. 1-2, (New York: Bedminster 

Press), 190. 
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tatanan yang telah lama ada atau kebiasaan dan norma-norma yang sudah lama 

tertanam dalam masyarakat. Otoritas ini mewarisi legitimasi melalui adat dan 

tradisi yang dihormati oleh masyarakat. Dalam otoritas ini, ketaatan bukan pada 

undang-undang tetapi pada orang yang ditunjuk.26 Dari pemikiran Weber 

digambarkan bahwa otoritas ini bersifat sangat bergantung pada kekuatan dan 

kewibawaan yang diwarisakan oleh tradisi, di mana penguasa bertindak sesuai 

dengan tradisi dan memiliki kebebasan dalam membuat keputusan berdasarkan 

preferensi pribadi, dengan sedikit keterikatan pada hukum atau aturan yang bersifat 

formal. 

Otoritas rasional legal menurut Weber merujuk pada bentuk pemerintahan 

yang didasarkan pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan secara formal dan 

impersonal. Legitimasi otoritas ini adalah berdasarkan aturan yang sah, bukan 

karena kualitas pribadi atau tradisi. Otoritas ini terwujud dalam sistem birokrasi di 

mana keputusan dan tindakan penguasa diatur oleh regulasi yang jelas dan 

rasional.27 Birokrasi sebagai bentuk otoritas ini memiliki ciri khas berupa 

pemisahan antara kekuasaan administratif dan kekuasaan pribadi, serta adanya 

hierarki yang jelas. Artinya, penguasa tidak lagi mengandalkan keputusan pribadi 

melainkan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan.28 Weber menakankan bahwa 

otoritas rasional legal ini adalah adalah karakteristik dari masyarakat modern, 

terutama dalam sistem yang berlandaskan aturan hukum yang rasional. Artinya, 

keputusan dan kebijakan dilakukan secara objektif dan terstruktur, yang kemudian 

 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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diikuti oleh individu berdasarkan keyakinan terhadap legalitas peraturan tersebut, 

bukan pada figur pribadi.29  

Selanjunya adalah otoritas karismatik, yang memiliki karakteristik berbeda 

dari sebelumnya. Otoritas karismatik merupakan jenis otoritas yang didasarkan 

pada keyakinan terhadap kualitas luar biasa atau kekuatan pribadi seorang 

pemimpin. Otoritas ini tidak berasal dari hukum atau tradisi, tetapi dari daya tarik 

pribadi pemimpin yang dianggap memiliki karisma, keberanian atau karakter yang 

menginsipirasi pengikutnya.30 Weber menyebutkan bahwa penguasa karismatik 

sering kali memiliki pengikut yang setia, mengikuti karena murni kualitas pribadi 

seorang pemimpin. Akan tetapi, Weber juga mengingatkan bahwa otoritas ini 

cenderung tidak stabil. Keberlanjutan otoritas ini sangat bergantung pada pribadi 

pemimpin. Ketika pemimpin tidak lagi menjabat, maka pengikut mereka akan cepat 

hilang.31 

F. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan desain pendekatan studi kasus komparatif dan studi literatur. 

Dengan pendekatan studi kasus komparatif, saya hendak membandingkan dua atau 

lebih kasus untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola tertentu, guna 

memahami mengapa dan bagaimana kebijakan atau praktik tertentu memberikan 

hasil yang berbeda di berbagai konteks. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi 

 
29 Ibid. 
30 Ibid, 377. 
31 Ibid. 
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literatur seperti buku, artikel, tesis, dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian 

ini. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan data-data yang lebih dalam. 

Pada penelitian ini, saya menggunakan beberapa cara yang digunakan dalam 

melakukan pengumpulan data penelitian, salah satunya melakukan wawancara, 

baik itu secara langsung maupun via Whatsapp call, dengan informan sebanyak 12 

orang yang terdiri dari unsur ASN, pimpinan, dan staf spesifik bidang 

pengumpulan. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam 

dari partisipan melalui percakapan terarah.  

Kedua adalah analisis dokumen. Metode ini saya lakukan dengan 

melibatkan pengumpulan, peninjauan, evaluasi, dan interpretasi dokumen untuk 

memperoleh wawasan atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Dokumen yang dianalisis bisa berupa dokumen seperti peraturan bupati, intruksi 

bupati dan undang-undang terkait, baik berupa tertulis, digital, visual, atau fisik. 

Kemudian, setelah data terkumpul, saya melakukan analisis dengan 

menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu cara penulisan dengan 

mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi aktual di masa 

sekarang. Teknik ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan data 

secara menyeluruh sehingga akan didapatkan informasi secara utuh. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk membantu rancangan penelitian ke depannya, maka saya membagi 

pembahasan dalam lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan, yang memiliki isi 

antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi 
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penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Dalam bab ini saya menyampaikan tentang kontribusi penelitian. 

Bab kedua membahas mengenai iklim filantropi yang berkembang di 

masing-masing kabupaten, dengan penekanan pada karakteristik sosial dan kultural 

masyarakat yang membentuk corak dan dinamika praktik filantropi lokal. Dalam 

bab ini, perhatian diarahkan pada unsur-unsur seperti keyakinan keagamaan, norma 

sosial, serta kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat, yang 

kesemuanya berperan penting dalam membentuk cara masyarakat menyalurkan 

kepedulian sosial mereka. Selain itu, bab ini juga menguraikan keragaman bentuk-

bentuk filantropi yang muncul dari budaya lokal.  

Bab ketiga akan membahas tentang BAZNAS dan politik filantropi 

pemerintah daerah. Bab ini menelusuri bagaimana pemerintah daerah, melalui 

otoritas lokal, menjadikan BAZNAS sebagai lembaga formal yang memfasilitasi 

penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), khususnya 

dari kalangan ASN. Pembahasan mencakup berbagai instrumen kebijakan dan 

mekanisme kelembagaan yang digunakan, seperti penerapan sistem pemotongan 

gaji otomatis (payroll system), surat edaran atau instruksi bupati/walikota, serta 

regulasi daerah yang menjadi dasar hukum pengumpulan dana ZIS. Bab ini juga 

akan menggambarkan potret ASN di masing-masing kabupaten; bagaimana ASN 

menjadi aktor utama dalam mobilisasi zakat melalui pendekatan struktural dan 

pragmatis. Pembahasan dimulai dengan analisis teori mobilisasi sumber daya dan 

dilanjutkan dengan penjelasan peran ASN sebagai sumber daya strategis dalam 

kebijakan zakat yang diterapkan. 
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Bab keempat pada bab ini akan mendalami perbedaan signifikan dalam 

mekanisme dan hasil penghimpunan zakat antara Kabupaten Kuningan dan 

Kabupaten Tasikmalaya. Analisis difokuskan pada motif para ASN menunaikan 

zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS, kemudian tantangan yang dihadapi 

dan bentuk-bentuk resistansi yang dihadapai dalam pelaksanan pendekatan 

struktural dan pragmatis dalam penghimpunan dana ZIS. Pembahasan ini juga 

mencakup perbandingan data penghimpunan zakat, tingkat partisipasi ASN, dan 

dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi implementasi kebijakan. 

Bab terakhir berisi kesimpulan. Dalam bab ini, penulis akan melakukan 

analisis komparatif guna menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada 

bab pertama. Selain itu, pada bab ini juga berisi saran bagi penelitian selanjutnya 

yang mungkin membahas topik dan objek penelitian terkait. 
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BAB V 

Kesimpulan 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini berangkat dari sebuah anomali, mengapa dua kabupaten dengan 

potensi yang relatif setara mencapai hasil yang sangat berbeda dalam memobilisasi 

zakat, infak, dan sedekah dari Aparatur Sipil Negara (ASN), padalah keduanya 

menerapkan pendekatan kebijakan yang serupa? Temuan tesis ini menunjukkan 

bahwa berdasarkan analisis komparatif antara kasus di Kabupaten Tasikmalaya dan 

Kabupaten Kuningan, efektivitas sebuah kebijakan publik yang bersifat top-down 

tidak hanya ditentukan oleh kekuatan instrumen hukumnya saja. Keberhasilan atau 

kegagalan sebuah kebijakan secara fundamental dibentuk oleh konfigurasi otoritas 

yang ada, serta kemampuannya untuk bersinergi dengan konteks sosio-politik dan 

tingkat kepercayaan di tingkat akar rumput. 

Latar belakang pemerintah daerah mengadopsi pendekatan struktural ini 

memang serupa, yakni didorong oleh peluang politik dari pemerintah pusat dan 

kesadaran akan potensi besar ZIS dari ASN. Namun, cara mereka menerjemahkan 

dan mengimplementasikan model ini menjadi titik pembeda pertama. Tasikmalaya 

memilih jalur regulasi yang tegas dan berlapis melalui Peraturan Bupati (Perbup) 

dan serangkaian aturan turunan lain yang mengikat, menciptakan sebuah sistem 

yang terstruktur dan memaksa kepatuhan. Sebaliknya, Kuningan menempuh jalur 

yang lebih lunak dan persuasif melalui Instruksi Bupati (Inbup), yang secara yuridis 

tidak memiliki daya paksa yang sama. 
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Perbedaan model implementasi ini kemudian menghasilkan respons ASN 

yang sangat bertolak belakang. Di Tasikmalaya, kebijakan ini disambut dengan 

kepatuhan kolektif , dengan tingkat partisipasi mencapai 83% dari potensi yang ada. 

Kepatuhan ini lahir dari kombinasi antara tekanan aturan formal dan kuatnya 

kepercayaan institusional. Namun di Kuningan, kebijakan ini justru memicu 

resistansi terselubung yang meluas. Respons ini terwujud dalam bentuk non-

partisipasi yang membuat realisasi ZIS ASN stagnan di angka 20% dari total 

potensi. 

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa perbedaan respons dan efektivitas 

ini secara fundamental disebabkan oleh faktor kepemimpinan dan konfigurasi 

otoritas di masing-masing daerah. Keberhasilan di Tasikmalaya adalah buah dari 

‘konvergensi otoritas’. Di sana, otoritas legal-rasional yang kuat dari Perbup 

bertemu dan diperkuat oleh dua sumber legitimasi informal. Pertama yaitu 

legitimasi moral Bupati yang terbukti menunaikan kewajibannya kepada ASN (isu 

gaji saat COVID). Kedua yakni otoritas karismatik-tradisional yang sangat kuat dari 

pimpinan BAZNAS yang merupakan figur kiai terpandang dari jaringan pesantren 

dominan. Sinergi sempurna antara kekuatan negara, legitimasi eksekutif, dan 

otoritas sosio-religius inilah yang membangun kepercayaan. 

Sebaliknya, stagnasi di Kuningan adalah manifestasi dari ‘kesenjangan 

legitimasi’. Otoritas legal-rasional yang lemah dari Inbup diluncurkan dalam 

kondisi yang sangat tidak ideal. Pertama, legitimasi moral Bupati sebagai sumber 

kebijakan terlemahkan secara signifikan akibat isu ‘gagal bayar’, yang telah 

menciptakan defisit kepercayaan. Kedua, celah kepercayaan ini juga tidak berhasil 
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dilengkapi oleh pimpinan BAZNAS yang, meskipun mumpuni secara individual, 

tidak memiliki ‘modal simbolik kolektif’ yang terpusat untuk menjadi jangkar 

legitimasi keagamaan yang diakui secara universal. Pada akhirnya, kebijakan di 

Kuningan diluncurkan dalam kondisi vakum legitimasi, yang membuatnya tidak 

memiliki kekuatan untuk mengatasi gelombang resistansi. 

B. Saran 

Peneliti menyadari bahwa studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, 

penelitian ini hanya berfokus pada dua kabupaten di Jawa Barat yang memiliki 

kultur yang berbeda. Pola yang ditemukan mungkin akan berbeda jika diterapkan 

di daerah dengan konteks sosio-kultural yang berbeda. Kedua, analisis lebih banyak 

mengambil perspektif dari sisi pemerintah daerah, BAZNAS, dan ASN. Ketiga, 

penelitian ini bersifat komparatif dalam rentang waktu tertentu. Studi lanjutan yang 

mengikuti perkembangan kebijakan ZIS di kedua daerah dalam jangka waktu yang 

lebih lama dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai keberlanjutan, 

perubahan, serta adaptasi kebijakan dari waktu ke waktu. Penelitian di masa 

mendatang disarankan untuk mendalami perspektif dari para penerima manfaat 

(mustahik) untuk melihat dampak dari perbedaan model kebijakan ini secara lebih 

komprehensif. 
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Tasikmalaya. 10 Juni 2025. 

Wawancara dengan ASN Dokter RSUD 45. 8 Mei 2025 

Wawancara dengan ASN Guru Luragung. 1 Mei 2025. 
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